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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2025-2029 selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan 
dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah 
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan 
keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD 
dan RPJMN. Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan secara serentak untuk menetapkan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Periode 2025-2030. Periode 
pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dimulai 
sejak dilantiknya Gubenur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., 
S.St.M.K dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj. Yasin Maimoen pada tanggal 
20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) 
bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik. 

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah 
pertama pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Visi 
pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah “Jawa Tengah 
sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 
2045”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan menjadi 6 
(enam) misi, yaitu: 1) Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk 
mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan 
global; 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan 
berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan; 3) 
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan 
mengedepankan nilai-nilai integritas; 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur 
Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang 
responsif; 5) Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan 
budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, 
perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; serta 
6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka 
kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta 
mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan 
terintegrasi. 

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam 
Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Tahun 2025-2029. Secara substansi, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 
memperhatikan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2024-2044 dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) RPJMD, serta memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan 
berkelanjutan. 

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan 
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat 
tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 
urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. 
Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi kabupaten/kota untuk 
menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan dunia usaha 
maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Jawa Tengah selama 
lima tahun ke depan. 
 
1.2. DASAR HUKUM 

Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6987); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 91); 
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7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan 
Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1114); 

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 

 
1.3. HUBUNGAN ANTARDOKUMEN 

RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan 
pembangunan lainnya. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada 
RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, 
sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah 
provinsi dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional Asta Cita, 
sesuai dengan kewenangan dan kondisi Provinsi Jawa Tengah. RPJMD juga 
berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, serta RTRW 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044. 

Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan: 
1. Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2020-2024 terutama pada 

tingkat ketercapaian kinerja daerah dan rekomendasi; 
2. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan 
berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029 terutama pada 
substansi isu strategis, dan arah kebijakan; 

3. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah; serta 
4. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah 

kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. 

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, 
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan 
lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam 
penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah pendekatan teknokratik, 
partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik tematik, integratif, serta 
spasial. 

RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun akan menjadi pedoman dalam 
penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dijabarkan setiap 
tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan 
menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun 
Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rancangan 
Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). 

 
Gambar 1.1. 

Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Lainnya 
 

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai 
berikut: 
a. Maksud 

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, 
dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah ke dalam 
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai indikator 
kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 yang 
akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam 
penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD periode tahun 
2025-2029. 
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b. Tujuan 
Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:  
1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

dan pengawasan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah selama kurun 
waktu 2025-2029; 

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan 
pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 
Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi berbatasan, dan 
Pemerintah Pusat; 

3. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat 
daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Renstra PD 
Tahun 2025-2029; serta 

4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, 
dan berkelanjutan. 
 

1.5. SISTEMATIKA 

Sistematika dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut. 
Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan 
antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika RPJMD. 

Bab II Gambaran Umum Daerah 
Bab ini berisi gambaran umum kondisi Provinsi Jawa Tengah 
meliputi gambaran dari aspek geografi dan demografi, 
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, 
termasuk kinerja setiap urusan pemerintahan; gambaran 
keuangan daerah meliputi realisasi dan proyeksi keuangan daerah; 
serta permasalahan dan isu strategis daerah. 

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 
Bab ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran 
pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah disertai indikator 
kinerja dan targetnya; serta strategi, arah kebijakan, dan program 
prioritas pembangunan daerah. 

Bab IV Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah 
Pada bab ini diuraikan tentang arah kebijakan pengembangan 
kewilayahan Jawa Tengah berbasis 10 wilayah pengembangan. 

Bab V Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 
Bab ini memuat seluruh program perangkat daerah beserta 
indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah 
penanggung jawab; serta penetapan indikator kinerja utama (IKU) 
daerah dan indikator kinerja daerah (IKD). 

Bab VI Penutup 
Bab ini menguraikan diantaranya kesimpulan penting substansial, 
kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi 
terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 
dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM DAERAH 

 
 
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi 

a. Posisi dan Peran Strategis Daerah 

Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40' – 8°30' Lintang 
Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa), dengan 
luas daratan ±3.433.732 Ha atau ±25 persen dari luas Pulau Jawa. Secara 
administratif, letak Jawa Tengah berada di tengah Pulau Jawa yang berbatasan 
dengan tiga provinsi, Provinsi Jawa Barat sebelah barat, Provinsi Jawa Timur 
sebelah timur, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan. 
Wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota, 576 
kecamatan, 753 kelurahan, dan 7.810 desa. 

Letak wilayah Jawa Tengah yang berada di tengah Pulau Jawa, memiliki peran dan 
posisi strategis dalam konteks pembangunan nasional maupun regional. Secara 
makro, peran Pulau Jawa dalam pembangunan nasional untuk 20 tahun ke depan 
adalah sebagai wilayah megapolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan 
berkelanjutan. Dan Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk menjadi wilayah Jawa 
Tengah sebagai penumpu ketahanan pangan dan rantai nilai industri nasional 
untuk 20 tahun ke depan (RPJPN Tahun 2025-2045). Kebijakan nasional tersebut, 
dipertegas dalam visi pembangunan Jawa Tengah 20 tahun ke depan yaitu Jawa 
Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, 
berbudaya, dan berkelanjutan (RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045). 
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan kebijakan pembangunan tata ruang Jawa 
Tengah yang mengarahkan Jawa Tengah menjadi Provinsi Jawa Tengah yang maju, 
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, 
perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut 
pesisir (RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044). 

Secara kewilayahan, Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis karena berada 
di antara dua kutub pintu gerbang ekonomi nasional (Jakarta dan Surabaya). 
Wilayah Jawa Tengah memiliki prasarana strategis pendukung perekonomian 
Pulau Jawa bagian utara dan selatan (arteri primer, kereta api, bandara, dan 
pelabuhan), memiliki tiga Pusat Kegiatan Nasional dan 11 Pusat Kegiatan Wilayah 
yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, serta memiliki empat sektor 
strategis yaitu pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. 
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Gambar 2.1.  

Letak dan Peran Strategis Provinsi Jawa Tengah 
 

b. Potensi Sumber Daya Alam 

Wilayah Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya alam melimpah yang menjadi 
potensi produk dan komoditas unggulan untuk dikembangkan dan dijadikan 
potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah. Hal ini 
didukung dengan kondisi topografi Jawa Tengah yang terbagi menjadi tiga wilayah 
meliputi ketinggian 0-100 m di atas permukaan laut (dpl) di sepanjang pantai utara 
(53,3 persen), 100-500 m dpl di bagian tengah (27,4 persen), 500-1.000 m dpl (14,7 
persen), di atas 1.000 m dpl (4,6 persen) di bagian tengah. Jawa Tengah dengan 
topografi yang berbeda-beda menjadi potensi keindahan alam sebagai destinasi 
wisata seperti wilayah di Kabupaten Wonosobo yang dikenal sebagai wilayah 
tertinggi di Jawa Tengah atau wilayah pesisir seperti Kabupaten Jepara. 

Kondisi tersebut didukung pula dengan kondisi iklim Jawa Tengah yang termasuk 
kategori iklim tropis basah yang cukup berpengaruh terhadap tingkat kesuburan 
tanah di wilayah Jawa Tengah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, 
geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Suhu udara di Jawa Tengah 
berdasarkan data tahun 2023 berkisar antara 26,7°C sampai dengan 30,4°C. 
Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara 
rata-rata relatif tinggi. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 67 
persen sampai dengan 87 persen. Curah hujan tertinggi sebesar 2.799 mm dan 
hari hujan terbanyak sebanyak 161 hari. 

Potensi sumber daya alam Jawa Tengah juga salah satunya tergambar dari kondisi 
geologi di wilayah Jawa Tengah. Kondisi geologi Jawa Tengah ditunjukkan dengan 
jenis tanah yang meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, 
grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, 
serta grumosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis 
tanah yang tingkat kesuburan cukup tinggi. 

Secara fungsional ekologis berdasarkan wilayah sungai, daerah aliran sungai 
(DAS), dan cekungan air tanah (CAT), wilayah Jawa Tengah dapat digambarkan 
sebagai berikut. Wilayah sungai di Jawa Tengah terbagi menjadi 10 wilayah yaitu 
Cimanuk Cisanggarung, Jratun Seluna, Bengawan Solo, Progo Opak Serang, 
Serayu Bogowonto, Citanduy, Pemali Comal, Bodri Kuto, Wiso Gelis, dan 
Kepulauan Karimunjawa. DAS di Jawa Tengah cukup banyak dengan 18 DAS di 



 Raperda RPJMD Tahun 2025-2029 / Bab II - 3 
	

antaranya menjadi DAS prioritas untuk dipulihkan daya dukungnya dengan luas 
±2.334.700,35 ha atau sekitar ±71 persen dari total luas Jawa Tengah meliputi 
DAS Serayu, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Progo (Jawa Tengah, DIY), DAS 
Bengawan Solo (Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY), DAS Citanduy (Jawa Barat, Jawa 
Tengah), DAS Bodri, DAS Bogowonto (Jawa Tengah, DIY), DAS Garang, DAS 
Serang, DAS Babakan, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Comal, DAS Gangsa, DAS 
Kupang, DAS Luk Ulo, dan DAS Wawar Medono. 

Wilayah Jawa Tengah juga memiliki potensi CAT sebanyak 31 CAT, terbagi menjadi 
6 CAT dalam wilayah satu kabupaten/kota, 19 CAT lintas kabupaten/kota, dan 6 
CAT lintas kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah dan provinsi lain. Potensi air 
tanah bebas CAT lintas provinsi sebesar 411,15 juta m3/tahun, CAT lintas 
kabupaten/kota sebesar 6.575,64 juta m3/tahun, dan CAT dalam kabupaten 
sebesar 355,20 juta m3/tahun. Merujuk pada Surat Keputusan (SK) Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 544/29 Tahun 2024 tentang Penetapan Zona Konservasi Air 
Tanah pada CAT di Wilayah Sungai Pemali Comal Dan Bodri Kuto, serta 
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang 
Sumber Daya Air, bahwa kewenangan pengelolaan CAT diatur sesuai dengan 
kewenangan wilayah sungai. Dari 31 CAT yang ada di Jawa Tengah hanya 4 CAT 
yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah yaitu CAT Kendal, CAT Subah, 
CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Bumiayu. 

Penggunaan lahan di Jawa Tengah berdasarkan data tahun 2021 didominasi oleh 
pertanian baik lahan basah maupun pertanian lahan kering dengan rincian lahan 
basah totalnya mencapai 47,96 persen dari total wilayah. Untuk lahan terbangun 
saat ini mencapai 19,39 persen atau seluas 665.708 ha. Selain itu lahan dengan 
tutupan vegetasi hutan mencapai 18,86 persen dari total wilayah. 

Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah menjadikan beragam potensi 
produk dan komoditas unggulan yang dapat dikembangkan dan dijadikan potensi 
ekonomi daerah untuk memajukan perekonomian daerah Jawa Tengah. Hal 
tersebut dapat ditunjukkan dari hasil analisis potensi sektor-sektor potensial dan 
unggulan daerah Jawa Tengah yang digambarkan sebagai berikut: 1) sektor 
potensial meliputi sektor industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan 
perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; 
konstruksi; serta jasa pendidikan; 2) sektor unggulan meliputi sektor penyediaan 
akomodasi dan makan minum; 3) sektor berkembang meliputi sektor transportasi 
dan pergudangan; informasi dan komunikasi; serta 4) sektor lainnya yang menjadi 
sektor terbelakang. 

Selain itu, wilayah Provinsi Jawa Tengah yang kaya akan keanekaragaman budaya, 
sumber daya alam, dan potensi ekonomi yang melimpah. Dari hulu hingga hilir, 
setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki keunikan sendiri dalam 
menghasilkan produk unggulan. Produk unggulan daerah adalah produk yang 
memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain serta berdaya saing 
handal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat 
lokal. Sebaran produk unggulan di setiap kabupaten/kota berbasis 10 wilayah 
pengembangan Jawa Tengah meliputi: 
 



 Raperda RPJMD Tahun 2025-2029 / Bab II - 4 
	

1) WP Kedungsepur, dengan produk unggulan yang menggunakan bahan baku 
lokal beragam seperti kayu, logam, keramik, dan hasil pertanian, dengan 
potensi besar untuk pengembangan industri kreatif dan pertanian dengan 
memanfaatkan sumber daya alam dan keahlian lokal; 

2) WP Bregasmalang, memiliki keunggulan dalam bahan baku lokal yang 
digunakan untuk memproduksi produk unggulan; 

3) WP Jekuti, memiliki keunggulan produk unggulan yang berasal dari bahan 
baku lokal antardaerah dan berbahan baku kayu; 

4) WP Banglor, memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor industri 
pengolahan kayu; 

5) WP Subosukawonosraten, memiliki produk unggulan yang bervariasi dari 
makanan, kerajinan tangan, hingga barang-barang rumah tangga; 

6) WP Gelangmanggung, memiliki produk unggulan dari bahan baku lokal 
dengan inovasi dan variasi produk terutama produk makanan, minuman, 
variasi produk dari industri tembakau lokal, dan produk kerajinan; 

7) WP Wonobanjar, memiliki potensi produk unggulan dalam industri makanan 
lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam setempat serta menggali 
inovasi pengolahan bahan pangan seperti tepung mokaf; 

8) WP Keburejo, memiliki potensi produk unggulan dari bahan baku lokal yang 
bervariasi terutama produk makan, minuman, dan kerajinan alam; 

9) WP Petanglong, memiliki potensi keragaman industri lokal dengan inovasi 
pemanfaatan sumber daya alam lokal serta bahan daur ulang; 

10) WP Cibalingmas, memiliki potensi produk unggulan yang berasal dari 
keragaman industri lokal dengan pemanfaatan bahan baku lokal yang 
beragam untuk menghasilkan produk berkualitas. 

c. Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup 

Selanjutnya, terkait dengan daya dukung dan daya tampung di Jawa Tengah 
digambarkan dengan kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya 
alam (energi, air, dan pangan) yang diproyeksikan akan meningkat di masa 
mendatang. Kelangkaan pangan disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, 
meningkatnya kualitas hidup manusia, dan berkembangnya industri yang 
memanfaatkan lahan produktif. Sementara itu, krisis air bersih menjadi fenomena 
yang disebabkan penanganan lingkungan dan aset alam yang tidak terkendali. 
Pengelolaan sumber-sumber air bersih yang tidak terkendali menyebabkan 
terjadinya penurunan kualitas dan ketersediaan sumber air bersih.  

Daya dukung air mengalami tren penurunan menuju kelangkaan pada sejumlah 
wilayah di Jawa Tengah dengan rasio daya dukung air pada tahun 2022 sebesar 
0,95 dan diperkirakan menjadi sebesar 0,82 pada tahun 2029. Apabila dilihat dari 
distribusi wilayah, dari total wilayah Jawa Tengah status daya dukung dan daya 
tampung air pada tahun 2022 yang sudah terlampaui mencapai 47,55 persen dan 
yang belum terlampaui sebesar 52,45 persen, dengan defisit sebesar 
1.686.637.322,01 m3/tahun. Sedangkan pada tahun 2029, status daya dukung 
dan daya tampung air diproyeksikan terlampaui mencapai 55,31 persen dan yang 
belum terlampaui sebesar 44,69 persen dari total wilayah Jawa Tengah dengan 
defisit sebesar 6.372.532.528,05 m3/tahun. Berdasarkan pemetaan daya dukung 
dan daya tampung air Jawa Tengah, pada tahun 2022 terdapat 20 kabupaten/kota 
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dengan status agregat daya dukung dan daya tampung air terlampaui, dan 
diproyeksikan akan bertambah menjadi 25 kabupaten/kota pada tahun 2029. 

 
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2023 

Gambar 2.2.  
Prakiraan Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029  

Business as Usual (BAU) 
 

Konservasi air tanah juga terus diupayakan di tengah tingginya eksploitasi air 
tanah baik oleh sektor industri, pertanian maupun rumah tangga. Air tanah 
memiliki peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat 
Provinsi Jawa Tengah. Kondisi yang belum seimbang antara pertumbuhan 
penduduk yang semakin meningkat dan ketersediaan air baku yang belum 
memadai mengakibatkan potensi air tanah semakin terancam. Pengelolaan air 
tanah saat ini berbasis Cekungan Air Tanah (CAT) pada Wilayah Sungai (WS) 
karena prinsip pengelolaan sumber daya air harus ada keterpaduan antara air 
permukaan dan air tanah. Air tanah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
terpisahkan dari ekosistem dan berinteraksi dengan air permukaan. 

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pemanfaatan air tanah yang 
berlebihan dapat berdampak pada terjadinya land subsidence atau amblesan 
tanah. Kondisi tersebut saat ini telah terjadi di Jawa Tengah terutama pada 
wilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah. Mengacu pada hasil evaluasi zona 
pemanfaatan dan konservasi di CAT Jawa Tengah tahun 2023, CAT Semarang-
Demak dan CAT Pekalongan-Pemalang terdapat zona rusak. Kejadian land 
subsidence juga tercatat terjadi di kabupaten/kota di wilayah pesisir pantai utara 
di antaranya Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, dan 
Kabupaten Demak. Amblesan tanah yang terjadi bervariasi dengan laju penurunan 
1-20 cm per tahun berdasarkan hasil pengukuran geodetik, geo-hidrologi, 
geoteknik, dan lain-lain. Meskipun demikian, kejadian land subsidence ini 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang perlu dikaji secara komprehensif untuk 
mengetahui faktor utama yang berperan dengan mempertimbangkan kondisi 
geologi permukaan maupun bawah permukaan. Baik disebabkan oleh faktor 
antropogenik (aktivitas manusia) seperti pengambilan air tanah yang berlebihan, 
efek pembebanan (loading effect), maupun faktor penyebab lain yang sifatnya non-
antropogenik, yaitu kompaksi alamiah dari jenis tanah lunak dan efek tectonic 
subsidence akibat dari pergerakan patahan bumi. Hampir semua kota di pesisir 
utara Jawa Tengah terbentuk di atas tanah aluvial yang rapuh. 

Kondisi air tanah di Jawa Tengah saat ini ditunjukkan dengan Indeks Ketersediaan 
Air Tanah yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari sebesar 3,08 
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pada tahun 2019 menjadi 3,65 pada tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah berkomitmen dalam hal konservasi air tanah dengan menjaga ketersediaan 
air tanah (indeks batas minimum aman konservasi air tanah di atas 1,67). Capaian 
ketersediaan air tanah diintervensi melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian 
pemanfaatan air tanah sesuai kewenangan serta pembangunan sarana 
prasarana/infrastruktur konservasi air tanah. 

Selanjutnya, berdasarkan proyeksi pertumbuhan populasi penduduk dan juga 
ketersediaan lahan pertanian yang dikendalikan melalui RTRW Provinsi Jawa 
Tengah, diperkirakan daya dukung pangan pada tahun 2029 belum terlampaui 
atau surplus. Diperkirakan pada tahun 2029, rasio daya dukung pangan akan naik 
dari 1,97 menjadi 2,01 (naik sebesar 2,03 persen). Selain itu daya dukung pangan 
juga semakin menurun dikarenakan meningkatnya alih fungsi lahan pangan ke 
penggunaan lain. Hal tersebut diperparah dengan adanya dampak dari perubahan 
iklim yang berakibat meningkatnya serangan hama, penyakit, dan kekeringan yang 
dapat mengakibatkan gagal panen. Daya dukung pangan juga dipengaruhi oleh 
ketersediaan dan pasokan air yang juga semakin menurun terutama akibat 
persaingan dengan penggunaan lain. Kondisi ini memberikan dampak buruk bagi 
Jawa Tengah khususnya pada ketersediaan dan keterjangkauan atau akses 
pangan. Selain itu, menurunnya keanekaragaman hayati juga berdampak pada 
penurunan keragaman sumber pangan.  

Daya dukung pangan Jawa Tengah pada tahun 2029 diproyeksikan memiliki total 
ketersediaan 5.998.603,24 ton beras dan kebutuhan mencapai 2.977.399,72 ton 
beras, sehingga kondisinya surplus sebesar 3.021.203,52 ton beras. Apabila dilihat 
berdasarkan wilayahnya dari hasil pemetaan dengan sistem grid, terdapat 17,20 
persen wilayah dengan daya dukung pangan sudah terlampaui dan 82,80 persen 
wilayah dalam kondisi daya dukung pangan belum terlampaui. Kondisi daya 
dukung pangan di setiap kabupaten/kota berbeda sesuai kondisi wilayah tersebut 
terutama penggunaan lahan dan jumlah penduduk. Apabila dilihat di masing-
masing kabupaten/kota maka seluruh kota daya dukung pangannya terlampaui. 

 
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2023 

Gambar 2.3.  
Prakiraan Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029  

Business as Usual (BAU) 
 

Lebih lanjut rincian status daya dukung dan daya tampung air dan pangan di Jawa 
Tengah pada tahun 2022 dan 2029 dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2.1.  
Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2029 
Uraian 2022 2029 

Air 
Ketersediaan Air (m3/tahun) 31.032.527.608,75 29.400.411.285,16 
Kebutuhan Air (m3/tahun) 32.719.164.930,76 35.772.943.813,21 
Selisih (m3/tahun) -1.686.637.322,01 -6.372.532.528,05 
Status  Terlampaui Terlampaui 
Rasio (ketersediaan/kebutuhan) 0,95 0,82 
Pangan 
Ketersediaan Pangan Beras (ton/tahun) 5.508.531,00 6.998.603,24 
Kebutuhan Pangan Beras (ton/tahun) 2.792.243,71 2.977.399,72 
Selisih (m3/tahun) 2.716.287,29 3.021.203,52 
Status  Belum Terlampaui Belum Terlampaui 
Rasio (ketersediaan/kebutuhan) 1,97 2,01 

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2023 
 

d. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 

Selanjutnya, gambaran kondisi ketahanan energi di Jawa Tengah sebagai berikut. 
Selain air dan pangan, kebutuhan akan energi di Jawa Tengah juga mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk, laju perkembangan 
industri, serta semakin tingginya arus lalu lintas barang dan jasa, menyebabkan 
tingginya tingkat kebutuhan energi. Dengan semakin berkurangnya sumber-
sumber energi dan belum efektifnya upaya diversifikasi sumber energi, 
diperkirakan minyak dan gas bumi menjadi sumber daya strategis yang semakin 
diperebutkan. Di sisi lain porsi EBT dalam bauran energi Jawa Tengah sebesar 
18,55 persen (2024). Meskipun persentase porsi EBT dalam bauran energi terus 
meningkat secara bertahap namun persentasenya masih dibawah energi fosil yang 
masih mendominasi di atas 80 persen. Hal ini menunjukan masih tingginya 
ketergantungan terhadap energi fosil.  

Sementara itu, jika mencermati data intensitas energi primer di Provinsi Jawa 
Tengah menggambarkan angka yang cukup baik jika dibandingkan dengan 
capaian Nasional. Capaian intensitas energi primer Provinsi Jawa Tengah (2024) 
yaitu sebesar 131 Setara Barel Minyak (SBM)/milyar rupiah. Perhitungan 
intensitas energi berdasarkan PDRB harga konstan. Sedangkan capaian intensitas 
energi primer nasional pada tahun  2024 sebesar 133 SBM/milyar rupiah. Artinya 
untuk menghasilkan satu milyar rupiah Jawa Tengah harus mengonsumsi 131 
SBM. Sedangkan nasional untuk menghasilkan satu milyar rupiah harus 
mengonsumsi 133 SBM. Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa konsumsi 
energi Jawa Tengah lebih efisien jika dibandingkan dengan konsumsi energi 
nasional. Energi pada dasarnya memiliki harga yang mahal karena cadangan yang 
ada akan semakin menipis. Namun karena adanya subsidi dari Pemerintah Pusat, 
masyarakat merasa bahwa energi sangat murah dan belum memiliki pola pikir 
untuk berhemat energi. Sehingga perlu adanya program konservasi energi agar 
energi dapat dimanfaatkan secara efisien dan mengurangi potensi krisis energi. 

Jawa Tengah memiliki banyak potensi energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan 
sebagai energi alternatif pengganti energi fosil. Sumber energi baru terbarukan 
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yang banyak dikembangkan di Jawa Tengah berupa energi surya, terjunan air, 
panas bumi, bioethanol, biofuel, biomassa, biogas, dan gas rawa. Selain itu juga 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam pemanfaatan sumber EBT 
dengan mengembangkan dan memanfaatkan energi baru terbarukan. Berikut 
potensi EBT di Jawa Tengah berdasarkan data dari Kementerian ESDM. 

 
Sumber: Kementerian ESDM dan Laporan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024 

Gambar 2.4.  
Potensi Teknis Energi Baru Terbarukan Provinsi Jawa Tengah 

 
Selain kegiatan pembangunan infrastruktur EBT, upaya lain yang dilakukan di 
Jawa Tengah adalah mewujudkan kemandirian energi dengan melibatkan peran 
aktif masyarakat antara lain melalui pengembangan Desa Mandiri Energi (DME). 
Capaian kinerja DME di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2024 sejumlah 2.460 
desa, yang kemudian berdasarkan tingkat pemanfaatan energi baru terbarukan 
dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni DME Inisiatif dengan kondisi 
eksisting sejumlah 2.268 desa, DME Berkembang dengan kondisi eksisting 
sejumlah 164  desa, dan DME Mapan sejumlah 28 desa. Desa mandiri energi di 
Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi pemerintah desa dan 
masyarakat secara luas dalam melaksanakan transisi energi dan pengembangan 
teknologi baru berbasis energi baru terbarukan menuju kemandirian energi di 
Jawa Tengah. 

Provinsi Jawa Tengah memiliki infrastruktur energi yang cukup beragam 
mencakup pembangkit listrik berbasis fosil dan nonfosil. Dominasi energi fosil 
khususnya melalui PLTU berbahan bakar batubara masih besar dengan kapasitas 
besar yang terpusat di beberapa pembangkit besar seperti PLTU Tanjung Jati 
(2.644 MW), PLTU Batang (2.000 MW), PLTU IPP Cilacap (1.176 MW), PLTU Jawa 8 
(1.000 MW), PLTU Adipala (615 MW), PLTU Rembang (560 MW), dan PLTU Tambak 
Lorok (110 MW), yang saat ini mengambil porsi 12 persen dari total kebutuhan 
listrik Jawa – Bali. 

Namun demikian, upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan juga 
terus dilakukan. Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi 
panas bumi. Potensi ini tersebar di beberapa wilayah dengan karakteristik 
geothermal yang mendukung seperti Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dieng, WKP 
Gunung Ungaran, WKP Umbul Telomoyo, WKP Baturaden, WKP Guci, dan WKP 
Gunung Lawu. Saat ini, PLTP Dieng telah beroperasi dengan kapasitas sekitar ±60 
MW dan masih memiliki potensi pengembangan lebih lanjut hingga lebih dari 400 
MW. Pengembangan energi panas bumi di Jawa Tengah tidak hanya berkontribusi 
pada diversifikasi sumber energi, tetapi juga membantu dalam mencapai target 
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energi terbarukan nasional. Dengan pemanfaatan potensi panas bumi yang 
optimal, Jawa Tengah dapat menjadi salah satu pusat pembangkit listrik panas 
bumi terbesar di Indonesia, mendukung keberlanjutan dan mengurangi 
ketergantungan pada bahan bakar fosil. 

Selain itu, pembangkit listrik tenaga air juga berperan penting dalam memenuhi 
kebutuhan listrik, terutama di daerah-daerah terpencil. Pembangkit Listrik Tenaga 
Air (PLTA) di Jawa Tengah diantaranya PLTA Mrica (3x60 MW), PLTA Wadaslintang 
(2x8,2 MW), PLTA Ketenger (2x3,52 MW), PLTA Garung (2x13,2 MW), PLTA 
Kedungombo (23 MW), dan PLTA Gajahmungkur (12,4 MW). Keberadaan PLTA di 
Jawa Tengah tidak hanya membantu dalam penyediaan listrik yang ramah 
lingkungan tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi 
karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan melibatkan 
komunitas lokal dan mengadopsi teknologi terbaru, potensi PLTA di Jawa Tengah 
dapat dimaksimalkan untuk mendukung keberlanjutan energi dan kesejahteraan 
masyarakat. 

Infrastruktur gas bumi juga memainkan peran penting dalam perekonomian dan 
sektor energi Jawa Tengah. Upaya penyediaan gas bumi di Jawa Tengah bervariasi, 
dari Compressed Natural Gas (CNG) Truck, Liquefied Natural Gas (LNG), sampai 
dengan pipa gas. Jaringan gas rumah tangga sudah berkembang di Jawa Tengah, 
utamanya di Kota Semarang dan Kabupaten Blora. Total pemanfaatan jaringan gas 
rumah tangga di Jawa Tengah saat ini mencapai ±17.500 SR (Sambungan Rumah). 
Jaringan pipa gas transmisi yang baru diresmikan pada November 2023 yaitu 
Cisem Tahap I (Semarang-Batang) telah mendukung industri di Pantura Jawa 
Tengah. Selanjutnya, direncanakan pembangunan jaringan pipa transmisi gas 
Cisem Tahap II (Batang-Cirebon), dengan total panjang ruas pipa Batang sampai 
dengan Kandang Haur Timur sekitar 245 km yang dibangun tahun 2024 hingga 
2025. 

Meskipun jaringan pipa gas telah dibangun, truk CNG dan terminal LNG tetap 
diperlukan dalam jangka panjang untuk melayani masyarakat yang berada di 
daerah terpencil atau di tempat yang belum atau tidak memiliki pipa transmisi dan 
distribusi. LNG menawarkan fleksibilitas dan jaminan pasokan gas. Jaringan pipa 
gas juga telah mendukung pembangkit listrik. PLTGU Tambak Lorok Blok 3 (779 
MW) di Semarang menjadi contoh penggunaan gas bumi yang efisien untuk 
pembangkitan listrik. Dengan integrasi infrastruktur Pipa Gresem (Gresik-
Semarang), Pipa Cisem I (Semarang-Batang), dan Pipa Cisem II (Batang-Cirebon), 
dapat memberikan layanan gas bumi yang semakin baik dan telah dipersiapkan 
secara desain untuk menunjang kebutuhan permintaan gas yang besar di Jawa 
Tengah. Kombinasi ini memperkuat fondasi energi provinsi dalam menghadapi 
tantangan energi di masa depan. 

Keandalan sistem listrik di Jawa Tengah menjadi sangat tinggi dengan angka rasio 
ketersediaan daya listrik Jawa Tengah saat ini sebesar 1,49 pada tahun 2024. 
Berdasarkan angka tersebut dapat dilihat bahwa pasokan listrik di Jawa Tengah 
sangat memadai bahkan memiliki reserve margin/cadangan sebesar  49 persen. 
Reserve margin yang terjadi diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam 
menarik tumbuhnya industri baru dan ekspansi industri eksisting agar 
pertumbuhan ekonomi meningkat dan mengurangi tingkat pengangguran di 
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wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah siap untuk menerima investasi baru 
khususnya di kawasan industri yang telah tersedia di Jawa Tengah diantaranya 
Batang Industrial Park (KI Segayung), Grand Batang City (KIT Batang), KI Kendal 
(KEK Kendal), KI Wijayakusuma, Tanjung Emas Export Processing Zone (Lamicitra 
Nusantara), Bukit Semarang Baru Industrial Park, Jatengland Industrial Park 
Sayung, Aviarna Industrial Estate, KI Candi, dan KI Cilacap. Tantangan 
ketenagalistrikan bukan lagi tentang ketersediaan tetapi terkait keandalan mutu 
layanan untuk mengurangi keluhan dari sisi distribusi nya dan keberlanjutan dari 
sisi produksi energi listriknya. 

Seiring dengan peningkatan rasio ketersediaan daya listrik di Jawa Tengah, 
berbanding lurus dengan tingkat energi terjual listrik di Jawa Tengah. Energi 
terjual listrik di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut 
dapat dilihat dari data Buku Statistik PLN. Selama kurun waktu 2014 hingga  2024 
menunjukkan peningkatan energi terjual dari 19.631 GWh pada tahun 2014 
menjadi 30.391 GWh pada tahun 2024. Kenaikan tersebut sekitar 54,8 persen 
dibanding tahun 2014. Kenaikan penjualan listrik menjadi sinyal bahwa 
perekonomian Jawa Tengah tumbuh dengan baik. Setelah terkontraksi dengan 
peristiwa Covid-19, aktivitas masyarakat kembali pulih sehingga mendorong 
peningkatan konsumsi listrik terutama di sektor industri dan retail.  

Selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2024 konsumsi listrik per kapita 
Jawa Tengah mengalami tren peningkatan dari 585,62 kWh per kapita menjadi 
802,05 kWh per kapita. Meskipun demikian kondisi tersebut masih di bawah 
provinsi tetangga di Pulau Jawa seperti Jawa Barat (1.410 kWh/kapita), Jawa 
Timur (1.131 kWh/kapita), DKI Jakarta (3.138 kWh/kapita), dan Banten (3.037 
kWh/kapita). Konsumsi listrik per kapita erat kaitanya dengan peningkatan 
kesejahteraan. Semakin tinggi konsumsi listrik perkapita di suatu daerah maka 
semakin tinggi juga potensi kesejahteraan di daerah tersebut. Kenaikan konsumsi 
listrik tersebut salah satunya didorong oleh peningkatan rasio elektrifikasi di Jawa 
Tengah.  

Rasio elektrifikasi di Jawa Tengah saat ini telah mendekati 100 persen. Rasio 
elektrifikasi ini menunjukan bahwa hampir seluruh masyarakat Jawa Tengah 
sudah menikmati layanan energi listrik. Rasio elektrifikasi menggambarkan 
ketahanan energi yang terjangkau dan inklusif melalui pemerataan dan 
keterjangkauan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik. Tahun 2014 rasio 
elektrifikasi Jawa Tengah baru mencapai 88,37 persen. Kemudian sampai dengan 
tahun  2024 rasio elektrifikasi Jawa Tengah telah mencapai 99,99 persen. 

Pada sektor pertambangan, praktik baik pertambangan di Jawa Tengah terus 
didorong melalui penilaian dan penghargaan Good Mining Practice (GMP) pada 
pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Provinsi Jawa Tengah telah 
meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan yang berdampak terhadap 
pengelolaan lingkungan hidup sekitar yang lebih baik. Persentase GMP tahun 2019 
sebesar 85 persen sedangkan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 63,37 
persen karena penilaian Tahun 2024 dan seterusnya menggunakan penilaian baru 
yang lebih detail berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (UU Minerba). Praktik pengelolaan pertambangan baik terus 
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didorong mengingat potensi mineral dan batuan di Jawa Tengah yang cukup tinggi 
dan tersebar di 35 kabupaten/kota agar pemanfaatannya tidak merusak 
lingkungan. Potensi mineral dan batuan dapat digunakan sebagai bahan 
konstruksi pembangunan, baik untuk proyek infrastruktur Jawa Tengah maupun 
proyek strategis nasional yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perkiraan 
kebutuhan material untuk proyek strategis nasional di Jawa Tengah adalah 
sebesar ±113 juta m3, akan tetapi Jawa Tengah hanya mampu memenuhi ±31 juta 
m3. Potensi mineral dan batuan harus dipetakan dengan detail berdasarkan 
depositnya sehingga diharapkan penambangan yang dilakukan tidak berdampak 
besar pada kerusakan lingkungan hidup. 

Selanjutnya, kondisi ketahanan pangan Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan 
indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mulai dilakukan pengukurannya 
oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional mulai tahun 2019. IKP merupakan 
indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan 
pangan di suatu wilayah. Indeks ketahanan pangan Jawa Tengah menunjukkan 
tren yang positif dari tahun ke tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2024.  Pada 
tahun 2019, indeks ketahanan pangan Jawa Tengah sebesar 78,85, dan pada 
tahun 2024 menjadi 85,34, yang mengindikasikan wilayah dengan tingkat 
ketahanan pangan Sangat Tahan. Selanjutnya, ketahanan pangan pada level 
individu diukur dengan indikator Prevalence of Undernourisment (PoU) atau 
prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur oleh BPS Pusat mulai 
tahun 2019. Kondisi PoU Jawa Tengah mengalami perbaikan cukup signifikan 
yang ditunjukkan dari penurunan nilai PoU yaitu sebesar 11,61 persen pada tahun 
2019 menjadi 10,44 persen pada tahun 2023. Hal ini artinya jumlah populasi 
penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah jumlah minimum kebutuhan 
energi semakin menurun. 

Gambaran terkait ketahanan air di Jawa Tengah ditunjukkan dengan 
ketersediaan air khususnya untuk air baku. Kapasitas air baku di Jawa Tengah 
sebesar 484,4 juta m3/tahun atau 15,36 m3/detik pada tahun 2024. Kondisi 
ketersediaan air di Jawa Tengah ini dipengaruhi oleh jumlah bangunan 
bendungan/waduk. Sampai saat ini terdapat 44 bangunan bendungan/waduk (11 
waduk besar dan 33 waduk kecil), sehingga pemenuhan kebutuhan air minum di 
Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 50,12 persen 
menjadi 62,5 persen di tahun 2024. Selain itu, kinerja irigasi di Jawa Tengah 
ditunjukkan dengan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) kewenangan Provinsi yang 
telah mencapai 75,95 pada tahun 2021, kemudian terdampak realokasi anggaran 
akibat Covid-19 sehingga menurun menjadi 68,27 pada tahun 2022 namun 
kembali mengalami peningkatan menjadi 69,11 pada tahun 2024. Kondisi sungai 
baik kewenangan provinsi juga mengalami peningkatan dari 53,16 persen pada 
tahun 2018 menjadi 52,37 persen pada tahun 2024. 

Selanjutnya cakupan akses air minum yang dikelola secara aman hingga tahun 
2024 telah mencapai 40,86 persen, meningkat setiap tahunnya dalam lima tahun 
terakhir dimana pada tahun 2020 cakupan sebesar 32,24 persen. Hal tersebut 
selaras dengan meningkatnya cakupan akses jaringan perpipaan yang hingga 
tahun 2024 telah mencapai 52,48 persen, mengalami peningkatan dalam lima 
tahun terakhir dimana pada tahun 2020 cakupan sebesar 43,74 persen. 
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e. Lingkungan Hidup Berkualitas 

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan 
lingkungan hidup. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup 
ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Terjadi 
kecenderungan peningkatan IKLH Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2020-
2024 sebesar 1,84 poin, dan pada tahun 2024 IKLH Provinsi Jawa Tengah 
mencapai 69,46 (angka capaian sementara). Meski terus mengalami peningkatan, 
kondisi IKLH Provinsi Jawa Tengah masih berada di bawah IKLH nasional setiap 
tahunnya, dengan capaian terendah pada komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) 
dikarenakan peningkatan alih fungsi atau perubahan tata guna lahan. 

 
Sumber: KLHK, 2025 
*Capaian IKLH 2024 Provinsi dan Nasional adalah angka sementara 

Gambar 2.5.  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional  

 Tahun 2020 – 2024 
  
Keanekaragaman hayati di Jawa Tengah meliputi ekosistem, spesies dan genetik 
secara langsung dapat memberikan manfaat ekonomi dan ekologi. Keberadaan 
ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang yang terjaga dengan baik 
dapat meningkatkan stok hasil perikanan tangkap serta melindungi garis pantai. 
Sedangkan adanya hutan hujan tropis dapat memproduksi hasil hutan (kayu dan 
non kayu) sekaligus menstabilkan fungsi hidrologi. Di Jawa Tengah terdapat 110 
spesies flora dan 121 spesies satwa yang dilindungi berdasarkan 
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, dan beberapa di antaranya tergolong 
satwa dan flora endemik yang terancam punah seperti penyu hijau, owa Jawa, 
trenggiling, macan tutul, dan elang Jawa, serta flora endemik seperti bunga 
bangkai raksasa, sarangan, edelweis dan kantung semar. Selain itu, beberapa 
daerah di Jawa Tengah memiliki sumber daya genetik flora dan fauna lokal unggul 
sebagai potensi sumber pangan bernilai ekonomi tinggi, seperti tanaman 
hortikultura antara lain kelapa genjah entog, durian Sambeng, nanas madu Belik, 
dan ternak seperti sapi peranakan ongole Kebumen, kambing peranakan etawa 
galur Kaligesing, dan domba Batur. Namun demikian kelestarian keanekaragaman 
hayati di Jawa Tengah sangat tergantung dari pemanfaatan berkelanjutan dan 
pengurangan ancaman melalui penggunaan varietas/jenis unggul, pengembangan 
potensi bioprospeksi pangan dan farmasi, serta rehabilitasi dan konservasi habitat. 

Jawa Tengah memiliki kawasan hutan/hutan negara seluas ±767.026,21 ha 
(termasuk Taman Nasional Laut seluas ±117.033,97 ha) dan hutan rakyat seluas 
±682.425,64 ha, sehingga luas keseluruhan hutan di Jawa Tengah seluas 
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±1.332.417,89 ha. Hutan di Jawa Tengah memberikan manfaat yang besar bagi 
masyarakat dan lingkungan baik manfaat ekologi, ekonomi dan sosial. 

Sementara hutan mangrove di Jawa Tengah pada tahun 2023 seluas 15.089 ha 
mangrove eksisting dan 44.784 ha potensi habitat mangrove eksisting yang 
penutupan lahannya telah berubah. Dengan demikian lahan yang dapat 
dikembangkan untuk mangrove secara total mencapai 59.873 ha di mana sebesar 
15.089 ha atau 25,2 persen dalam bentuk ekosistem mangrove, sedangkan 74,8 
persen kondisinya dalam bentuk lahan terbuka dan tambak. 

Kondisi kualitas lingkungan hidup juga digambarkan dari tingkat pencemaran, 
baik pencemaran air, udara, maupun akibat sampah. Kualitas air di Jawa Tengah 
dominan berada pada kategori tercemar ringan dengan nilai indeks pencemaran 
pada tahun 2023 sebesar 3,39. Dari 25 sungai di Jawa Tengah yang dilakukan 
pemantauan seluruhnya berada pada status tercemar ringan-sedang. Sebanyak 24 
sungai berada dalam kondisi cemar ringan dan 1 sungai berada pada status cemar 
sedang yaitu Sungai Palur. Sementara itu tingkat pencemaran air laut dalam 
kondisi baik dengan nilai indeks kualitas air laut tahun 2023 sebesar 81,39. 
Demikian juga tingkat pencemaran udara di Jawa Tengah dinilai masih dalam 
kategori baik, yang ditunjukkan dengan indeks kualitas udara tahun 2023 sebesar 
86,35. 

Sedangkan kondisi persampahan di Jawa Tengah digambarkan dengan data 
timbulan sampah di Jawa Tengah. Jumlah timbulan sampah di Provinsi Jawa 
Tengah mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. 
Pada tahun 2022 jumlah timbulan sampah mencapai 6.363.806 ton/tahun dan 
pada tahun 2023 mencapai 6.338.109,37 ton per tahun atau turun 0,40 persen 
dibandingkan tahun 2022. Pengelolaan sampah di Jawa Tengah baik pengurangan 
maupun penanganan pada tahun 2023 baru mencapai 3.912.331,17 ton per tahun 
(61,73 persen) dengan rincian pengurangan sampah sebesar 1.321.899,86 (20,86 
persen) dan penanganan sampah sebesar 2.590.431,31 (40,87 persen). Capaian ini 
naik dari tahun 2022 yang mencapai 3.908.823 ton per tahun atau 61,42 persen 
dari total sampah di Provinsi Jawa Tengah. Dalam kurun waktu lima tahun 
terakhir telah terjadi peningkatan upaya pengurangan dan penanganan sampah di 
Jawa Tengah. Meski demikian capaian pengolahan sampah yang meliputi 
komponen pengolahan sampah organik dan daur ulang materi (material recovery) 
masih rendah yaitu 16,51 persen pada tahun 2022 (SEB Bappenas-Kemendagri). 
Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, capaian Indeks Kinerja 
Pengelolaan Sampah (IPKS) Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 49 poin. Sedangkan 
capaian indikator Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh 
Pengumpulan Sampah pada tahun 2022 sebesar 25 persen (SEB Bappenas-
Kemendagri). 

Penanganan sampah di Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui pengelolaan 
sampah di TPA. Saat ini sebanyak 37 dari 46 TPA yang ada di Jawa Tengah 
kondisinya sudah overload. Permasalahan pengelolaan sampah di Jawa Tengah ini 
menjadi sorotan tersendiri. Selain karena jumlah timbulan yang semakin 
meningkat dan jumlah TPA yang semakin sedikit, juga dikarenakan oleh 
banyaknya sarana prasarana pengolahan sampah yang kondisinya sudah rusak, 
sehingga kinerja pengelolaan sampah menjadi tidak optimal. Secara teknis, kondisi 
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TPA di Jawa Tengah ini masih banyak yang menggunakan sistem open dumping. 
Biaya untuk beralih ke sistem sanitary landfill, TPST, dan pengelolaan sampah 
yang ramah lingkungan (seperti waste to energy) masih cukup tinggi, sehingga 
sejauh ini alternatif paling mudah adalah pengelolaan sampah dengan sistem open 
dumping. Selain itu masih banyak ditemui masyarakat membakar maupun 
membuang sampah ke sungai. Penerapan sistem open dumping menunjukkan 
bahwa pengelolaan sampah tersebut belum sesuai dengan pedoman pengelolaan 
sampah yang seharusnya. Dari segi pengurangan sampah, sudah dilakukan 
pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dan TPS3R yang tersebar di 
Kabupaten/Kota. Konsep pengurangan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah 
timbulan sampah yang masuk ke TPA terutama sampah yang masih mempunyai 
nilai ekonomi tinggi. Pada tahun 2023 jumlah bank sampah di Jawa Tengah 
mencapai 3.176 unit dan TPS3R sebanyak 427 unit. 

Pengendalian pencemaran dari air limbah domestik juga terus diupayakan. 
Meskipun demikian berdasarkan data BPS, hingga tahun 2024 persentase rumah 
tangga di Jawa Tengah yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara 
aman masih rendah yaitu 10,84 persen, meskipun sedikit meningkat dibandingkan 
data lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020 capaian sebesar 10,51 persen. 

f. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 

Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana. Berdasarkan data sejarah 
kejadian bencana menunjukkan bahaya yang ada di Jawa Tengah meliputi banjir 
dan banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, 
kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, 
tsunami, serta epidemi dan wabah penyakit. Selain bahaya yang telah tercatat, 
Jawa Tengah juga memiliki potensi bahaya kegagalan teknologi kelas rendah 
hingga tinggi dan potensi bahaya likuifaksi kelas sedang hingga tinggi. Dalam enam 
tahun terakhir Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan 
kecenderungan menurun dari 144,91 atau kategori tinggi pada tahun 2019 dengan 
17 kabupaten/kota pada kategori risiko tinggi menjadi 99,61 atau kategori sedang 
pada tahun 2024 dengan 35 kabupaten/kota pada tingkat risiko kategori sedang. 

 
Sumber: BNPB, 2024 

Gambar 2.6.  
Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 

 
Tren penurunan IRB sejalan dengan meningkatnya kapasitas daerah Provinsi Jawa 
Tengah dalam penanggulangan bencana yang diukur melalui Indeks Ketahanan 
Daerah (IKD). IKD dihitung berdasarkan 7 prioritas, yakni: (1) Perkuatan kebijakan 
dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) 
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Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik 
kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi 
bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) 
Pengembangan sistem pemulihan bencana. IKD Provinsi Jawa Tengah 
menunjukkan tren positif yaitu sebesar 0,704 pada tahun 2019 menjadi  0,75 pada 
tahun 2024. 

 
Sumber: BPBD, 2024 

Gambar 2.7.  
Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 

 
Pertumbuhan pusat–pusat ekonomi baru sangat mempengaruhi pembukaan lahan 
baru dan alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan fasilitas pendukung 
lainnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya potensi terjadinya bencana, 
diantaranya banjir maupun banjir bandang, longsor dan kebakaran hutan serta 
lahan. Diperlukan berbagai upaya untuk memitigasi risiko yang berpotensi terjadi 
di wilayah pertumbuhan ekonomi baru, baik melalui mitigasi struktural maupun 
nonstruktural untuk menjawab tantangan ke depan akibat alih fungsi lahan 
maupun fenomena perubahan iklim. Pemanfaatan teknologi untuk 
menyebarluaskan literasi mengenai kebencanaan, maupun peringatan dini saat 
akan terjadi bencana memainkan peran yang sangat penting saat ini untuk 
mengurangi korban jiwa maupun kerugian ekonomi akibat dampak bencana.  

Selain itu, adanya fenomena perubahan iklim secara global juga berpengaruh 
terhadap kondisi sumber daya alam bahkan menimbulkan dampak bagi 
kehidupan manusia. Fenomena pemanasan global di mana terjadi peningkatan gas 
rumah kaca pada lapisan atmosfer berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Di 
Jawa Tengah, tren kenaikan suhu dalam kurun waktu panjang menjadi indikasi 
adanya perubahan iklim. Berdasarkan pengamatan data historis suhu udara rata-
rata yang dimiliki yaitu selama periode 1901-2022 menunjukkan suhu udara rata-
rata di Jawa Tengah telah mengalami peningkatan dengan laju sekitar 0,01°C per 
tahun selama periode historis. Dengan kata lain di Provinsi Jawa Tengah telah 
terjadi peningkatan suhu udara rata-rata lebih kurang sebesar 1°C selama 
pengamatan 120 tahun terakhir. 
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Sumber: Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023 

Gambar 2.8.  
Tren Kenaikan Suhu Udara Rata-Rata Tahunan Provinsi Jawa Tengah 

 
Terjadinya perubahan iklim berkaitan dengan emisi gas rumah kaca (GRK). 
Berdasarkan Signsmart KLH, emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 
sebesar 118.738,93 GgCO2e. Pada tahun 2023, sektor energi menjadi penyumbang 
terbesar emisi GRK di Jawa Tengah dengan total emisi sebesar 95.577,87 GgCO2e 
(80,49 persen), dan disusul sektor pertanian sebesar 20.890,54 GgCO2e (17,59 
persen). Peningkatan emisi dari sektor energi salah satunya disebabkan oleh 
beroperasionalnya PLTU Batang pada tahun 2022. 

Peningkatan emisi GRK pada periode 2010-2023 tersebut didominasi oleh 
peningkatan emisi pada sektor energi. Selama periode tersebut, sektor energi 
meningkat 219,71 persen dari 29.895,59 GgCO2e pada tahun 2010 menjadi 
95.577,87 GgCO2e pada tahun 2023. Emisi GRK sektor energi ini didominasi oleh 
pembakaran bahan bakar di pembangkit listrik dan transportasi yang terus 
meningkat. 

 
Sumber: Laporan IGRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (data diolah dari Signsmart KLH) 

Gambar 2.9.  
Tren Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2023 

 
Secara akumulasi, berdasarkan AKSARA BAPPENAS, total capaian penurunan 
emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2010 hingga tahun 2024 mencapai 
12,63 juta ton CO2eq (status data final). Angka ini merupakan kinerja penurunan 
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emisi GRK yang dilaporkan oleh provinsi, kabupaten/kota dan pihak 
nonpemerintah di Jawa Tengah. Capaian penurunan tersebut berasal dari 4.481 
kegiatan. Dari sisi intensitas emisi, saat ini intensitas emisi GRK di Provinsi Jawa 
Tengah sebesar 2,43 ton CO2eq/milyar. Penurunan emisi terdiri dari 8 (delapan) 
sektor, yaitu air limbah, blue carbon, energi, industri (IPPU), kehutanan dan lahan 
gambut, persampahan, pertanian, dan transportasi. 

Beberapa sektor berperan dalam penurunan emisi GRK di Jawa Tengah selama 
periode 2021-2024 (data cut off Desember, 2024) di antaranya air limbah, blue 
carbon, energi, kehutanan dan lahan gambut, persampahan, pertanian, dan 
transportasi. Penurunan emisi paling tinggi berasal dari sektor transportasi 
sebesar 12.611.103,13 ton CO2e atau 52 persen, sektor kehutanan dan lahan 
gambut sebesar 7.463.131,31 ton CO2e atau 31 persen, dan sektor pertanian 
sebesar 2.615.587,15 ton CO2e atau 11 persen. Sedangkan kontribusi paling 
rendah adalah blue carbon sebesar 45.160,23 ton CO2e atau 0,19 persen. 

Perubahan iklim berdampak terjadinya bencana. Risiko bencana yang terjadi di 
Provinsi Jawa Tengah juga disebabkan oleh adanya perubahan iklim seperti curah 
hujan yang tinggi, kenaikan muka air laut di wilayah Pantai Utara Jawa, dan cuaca 
ekstrem. Dampak dari perubahan iklim sangat dirasakan oleh wilayah Pantai 
Utara Jawa terutama Tanjung Emas, Demak, Pekalongan yang merupakan wilayah 
terdampak rob. Adanya pertumbuhan industri di Pantai Utara Jawa Pekalongan, 
Batang, Demak, Kota Semarang juga akan memperparah kondisi rob di wilayah 
tersebut. Sehingga perlu adanya kebijakan terkait pembatasan kegiatan industri 
di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa. Dampak lain adanya perubahan iklim yang 
terjadi di Provinsi Jawa Tengah meliputi: 
▪ Terjadinya kenaikan permukaan air laut disebabkan oleh pemanasan global 

menyebabkan kerusakan tambak di daerah pesisir; 
▪ Ekosistem laut, pesisir dan pantai memburuk; 
▪ Peningkatan intensitas cuaca ekstrem, memanasnya cuaca yang menyebabkan 

terjadinya kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, 
longsor, gagal panen, dan gelombang tinggi, serta meningkatnya penyakit 
Demam Berdarah Dengue (DBD) dan malaria; 

▪ Pemanasan global mempengaruhi keanekaragaman hayati, perubahan 
distribusi, jumlah populasi, kepadatan populasi dan kebiasan flora dan fauna. 

Berdasarkan Indonesian Journal of Oceanography (2021), terjadi peningkatan nilai 
muka air laut sejak tahun 1993 sekitar 37,545 mm per tahun. Tren kenaikan 
tercepat muka air laut di Laut Jawa mencapai nilai 72,313 mm pada tahun 2015-
2016, sedangkan tren paling lambat terjadi pada tahun 2002-2005 sekitar 16,7 
mm. Perubahan tren muka air laut yang ekstrim terjadi pada tahun 1996-1998 
dan pada tahun 2010-2016 dikarenakan terjadinya fenomena El Nino dan La Nina. 
Kenaikan muka air laut akan berdampak pada terjadinya intrusi air laut atau rob. 
Penyebab peningkatan kenaikan muka air laut, khususnya pada Provinsi Jawa 
Tengah, dipengaruhi oleh perubahan iklim serta amblesan tanah dampak dari 
penyedotan air tanah. Hasil kajian kerentanan iklim Jawa Tengah menyebutkan 
bahwa dari 576 kecamatan di Jawa Tengah terdapat 23 kecamatan (4 persen) di 
Jawa Tengah berada pada kategori kerentanan sangat tinggi dan 24 kecamatan (4 
persen) berada pada kategori kerentanan tinggi. Sedangkan mayoritas kecamatan 
berada pada kategori kerentanan sedang sebanyak 442 kecamatan (77 persen). 
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Sumber: Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023 

Gambar 2.10.  
Peta Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah 

 
g. Demografi 

Kondisi demografi ditunjukkan dengan jumlah penduduk Jawa Tengah selama 
kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Tahun 2020, jumlah 
penduduk Jawa Tengah sebanyak 36.516.035 jiwa, dan tahun 2024 sebanyak 
37.892.283 jiwa atau mengalami penambahan penduduk sebanyak 1.376.248 jiwa 
atau 3,77 persen. Dari sisi komposisi penduduk, Jawa Tengah masih didominasi 
penduduk laki-laki dengan rasio kelamin rata-rata diatas 50 persen selama kurun 
waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan kelompok umur didominasi oleh 
penduduk kelompok umur produktif dengan angka ketergantungan mengalami 
tren meningkat dari 43,16 di tahun 2020 menjadi 44,50 di tahun 2024. 
Peningkatan angka ketergantungan ini disumbang oleh jumlah penduduk lansia 
yang kian meningkat yaitu dari 7,72 persen di tahun 2020 menjadi 9,05 persen di 
tahun 2024. Dengan membaiknya kualitas hidup masyarakat, usia harapan hidup 
masyarakat Jawa Tengah juga semakin meningkat yang berpengaruh terhadap 
peningkatan jumlah penduduk lansia. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa 
Jawa Tengah ke depan harus mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi 
menuju ageing population. 
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah 

Gambar 2.11.  
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 
 

Kondisi demografi Jawa Tengah didukung dengan kinerja kependudukan yang 
digambarkan dari beberapa indikator kependudukan antara lain Total Fertility Rate 
(TFR), modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), Unmetneed KB, dan Age 
Specific Fertility Rate (ASFR). Kondisi demografi Jawa Tengah didukung dengan 
kinerja kependudukan yang digambarkan dari beberapa indikator kependudukan 
antara lain Total Fertility Rate (TFR), modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), 
Unmetneed KB, dan Age Specific Fertility Rate (ASFR). TFR Jawa Tengah 
berdasarkan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) 
periode 2021-2024 mengalami tren makin menurun sejak tahun 2022 setelah 
mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 1,91 menjadi 2,09 dan 
tahun 2024 TFR menjadi sebesar 2,03. Kondisi ini menggambarkan kebijakan 
pengendalian penduduk berhasil bahkan melampaui replacement level 2,1. Namun 
kondisi ini sekaligus menjadi peringatan jika TFR terus menurun akan menjadi 
ancaman bagi keberlangsungan pasokan sumber daya manusia produktif Jawa 
Tengah di masa yang akan datang. Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) di Jawa 
Tengah turut berperan penting dalam keberhasilan pengendalian penduduk di 
Jawa Tengah sehingga perlu untuk terus didorong. Capaian mCPR Jawa Tengah 
selama tahun 2021-2024 tercatat mengalami peningkatan dari 53,8 tahun 2021 
menjadi 65,5 di tahun 2024. Seiring dengan makin meningkatnya mCPR perlu juga 
diwaspadai masih banyak pula pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat 
kontrasepsi meski tidak ingin memiliki anak atau menjarangkan kelahiran 
(unmetneed) yang tentu akan berpotensi pada meningkatnya kelahiran sewaktu 
waktu. Perkembangan unmetneed KB tercatat tahun 2022 sebesar 11,05 naik dari 
tahun 2017 yang sebesar 10,8, namun pada tahun 2023 turun menjadi sebesar 
8,58 dan naik kembali menjadi 9,3. Selain itu terkait dengan perkembangan 
penduduk, tingginya kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun (Age Specific 
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Fertility Rate/ASFR 15-19 tahun) juga berpengaruh bagi kondisi kependudukan. 
Tidak hanya dari sisi kuantitas (menambah jumlah penduduk) tetapi juga kualitas. 
Dari sisi kualitas, kelahiran di usia 15-19 tahun (usia dini) dapat meningkatkan 
risiko kematian ibu melahirkan, anak yang dilahirkan prematur, berpotensi 
stunting dan beban psikologis bagi perempuan.  Capain ASFR 15-19 tahun Jawa 
Tengah periode 2021-2024 mengalami perkembangan tren yang meningkat jika 
diukur dari tahun 2021. Tercatat tahun 2021 sebesar 9,1 dan tahun 2024 sebesar 
13,7. Meski masih tinggi capaian tahun 2024, namun dua tahun terakhir telah 
mengalami perbaikan dari kondisi tertinggi di tahun 2022 yang sebesar 23,09. 

Karakteristik penduduk Jawa Tengah dikenal beragam. Berbagai macam suku 
tinggal di wilayah Jawa Tengah dengan segala perbedaan yang cukup beragam. 
Suku terbanyak yang tinggal di Jawa Tengah adalah suku Jawa yang mendiami 
sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Suku lainnya antara lain suku Sunda 
Priangan yang sebagian besar tinggal di wilayah perbatasan dengan Jawa Barat 
(Cilacap dan Brebes), suku Cina yang cukup banyak tinggal di Kota Semarang, 
suku Batak, Madura, Arab, Betawi, Melayu, dan suku lainnya yang tersebar di 
seluruh wilayah Jawa Tengah. 

Dari kepercayaan atau agama, sebagian besar penduduk Jawa Tengah memeluk 
agama Islam, diikuti dengan agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan lainnya. 
Di wilayah Jawa Tengah juga tercatat ada sebagian kecil penduduk yang menganut 
penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa wilayah tercatat 
memiliki kelompok penduduk tersebut antara lain di Kota Semarang dan 
Kabupaten Wonogiri. 

Jawa Tengah juga masih memiliki kelompok masyarakat adat yang masih memiliki 
dan berpegang pada hukum adat. Terdapat beberapa kelompok masyarakat adat 
yang masih eksis di Jawa Tengah salah satunya adalah kelompok masyarakat adat 
sedulur sikep atau yang juga dikenal dengan “Wong Samin”. Masyarakat adat 
tersebut masih mempertahankan dan menjalankan ajaran Samin yang 
mengembangkan ajaran hidup dilandaskan pada nilai-nilai kesetaraan/kesamaan 
(egaliter), kejujuran/polos, kesederhanaan, dan kearifan dalam bingkai filosofi 
kebersamaan dan gotong royong. Kelompok masyarakat adat lain yang masih eksis 
antara lain masyarakat adat kampung dan hutan adat Jalawastu Brebes yang 
memiliki adat istiadat ngasa dan hukum adat, masyarakat Kalang yang memiliki 
ritual Kalang Obong, dan masyarakat Bonokeling Banyuman yang memiliki adat 
istiadat unggah-unggahan dan jamasan pusaka serta hukum adat. 

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

a. Kesejahteraan Ekonomi 

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah digambarkan salah satunya 
dengan kondisi kemiskinan. Persentase penduduk miskin September 2024 
menurun 0,89 persen poin menjadi 9,58 persen dibanding Maret 2024 yang 
sebesar 10,47 persen dengan jumlah penduduk miskin 3.396,34 ribu orang, turun 
sebesar 307,99 ribu orang terhadap Maret 2024. Berdasarkan wilayah, kemiskinan 
di Jawa Tengah periode September 2024 masih dominan di perdesaan yaitu 
sebesar 10,45 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 8,83 persen. Jumlah 
penduduk miskin di perkotaan berkurang sebanyak 151,76 ribu orang dari 
1.835,51 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 1.683,75 ribu orang pada September 
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2024, sedangkan di perdesaan berkurang sebanyak 156,23 ribu orang dari 
1.868,82 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 1.712,59 ribu orang pada September 
2024.  

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah 
masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan 
perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 
sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional. Dengan demikian pada periode 
tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah 
mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional sebagaimana gambar di 
bawah ini. 

 
Sumber: BPS, 2024 
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode 
Maret 

Gambar 2.12.  
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 

2020-2024 (Persen) 
 

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan 
bukan makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan 
penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Jawa Tengah 
periode September 2024 sebesar Rp521.093 per kapita per bulan, meningkat 2,78 
persen dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar Rp507.093 per kapita per 
bulan. 

Garis kemiskinan September 2024 meliputi  komposisi Garis Kemiskinan Makanan 
sebesar Rp392.697 per kapita per bulan sebesar 75,36 persen dan Garis 
Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp128.396 per kapita per bulan sebesar 
24,64 persen. Pada periode September 2024 rata-rata rumah tangga miskin di 
Provinsi Jawa Tengah memiliki 4,45 orang anggota rumah tangga. Dengan kata 
lain, besarnya garis kemiskinan rumah tangga di Jawa Tengah secara rata-rata 
senilai Rp2.318.864 per rumah tangga miskin per bulan. Sementara pada Maret 
2024 rumah tangga miskin memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga 
sebanyak 4,50 orang, dengan besaran garis kemiskinan per rumah tangga pada 
Maret 2024 sebesar Rp2.281.505 per rumah tangga miskin per bulan. 

Garis kemiskinan di wilayah perkotaan periode September 2024 sebesar 
Rp532.913 per kapita per bulan atau naik 3,00 persen dari kondisi Maret 2024 
yang sebesar Rp517.415 per kapita per bulan. Sedangkan Garis kemiskinan di 
perdesaan periode September 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 2,56 
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persen menjadi sebesar Rp508.298 per kapita per bulan dibandingkan dengan 
Maret 2024 yang sebesar Rp495.627 per kapita per bulan sebagaimana gambar di 
bawah ini. 

 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 
periode Maret 

Gambar 2.13.  
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan 

Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 
 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan 
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 
Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020–2021 mengalami 
peningkatan dari 1,835 pada tahun 2020 menjadi 1,938 pada tahun 2021, tetapi 
menurun menjadi 1,753 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali 
menjadi 1,749 pada tahun 2023. P1 pada September 2024 sebesar 1,601, turun 
sebesar 0,039 dibandingkan Maret 2024. Apabila dibandingkan berdasarkan 
daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) perdesaan cenderung lebih tinggi 
daripada perkotaan. Pada September 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan 
(P1) untuk perkotaan sebesar 1,497, sedangkan di perdesaan mencapai 1,723. 
Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk 
miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di 
perkotaan. 

Selain dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), gambaran kemiskinan juga 
dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 
Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020–2021 meningkat dari 0,431 
pada tahun 2020 menjadi 0,459 pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 0,422 
pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 0,415 pada tahun 
2023. P2 pada September 2024 sebesar 0,365, turun sebesar 0,009 dibandingkan 
Maret 2024. Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai P2 pada 
periode September 2024 di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah 
perkotaan. Periode September 2024, nilai P2 untuk daerah perkotaan sebesar 
0,347 turun 0,002 poin dibandingkan Maret 2024. Sedangkan pada periode yang 
sama nilai P2 untuk daerah perdesaan mencapai sebesar 0,386 turun 0,017 poin 
dibandingkan Maret 2024. 
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